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PERKEMBANGAN FUNGSI HUKUM
KEPAILITAN DI INDONESIA

Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N. .

Staf Pengajar di Departemen Hukum Administrasi Negara,

Fakultas Hukum Universitas Airlangga - ik
Abstrak

perkembangan hukum kepailitan di Indonesia mengalami perkembang-
an yang sangat pesat dalam kurun waktu 20 tahun terakhir sejak adanya re-
formasi hukum kepailitan padatahun 1998. Pesatnya perkembangan hukum
kepailitan tersebut terbukti antara lain dari jumlah kuantitas penyelesaian
permohonan kepailitan di pengadilan niaga. Hal yang perlu diteliti di da-
lam perkembangan kepailitan tersebut yaitu fungsi penggunaan instrumen
hukum kepailitan yang mengalami pergesaran pula. Penelitian ini menggu-
nakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ditemukan
terjadinya perkembangan fungsi penggunaan instrumen hukum kepailitan
dari yang semula hanya untuk menyelesaikan debitur yang asetnya tidak
mampu atau tidak cukup membayar utang menjadi instrumen hukum untuk
menagih utang dan bahkan sebagai instrumen pelaksanaan eksekusi putus-
an pengadilan lain.

Kata kunci: fungsi hukum, hukum kepailitan, reformasi hukum kepailitan

A. PENDAHULUAN

Hukum kepailitan di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat
sejak 1998 setelah terjadinya reformasi ketatanegaraan. Reformasi tatanan
politik dan kenegaraan yang terjadi pada 1998 di Indonesia, mengubah ba-
nyak hal, termasuk tatanan ekonomi dan hukum. Dengan meminjam tipo-
logi yang dikemukakan oleh Philip Seznik,' reformasi hukum pasca 1998,
banyak yang mengarah pada hukum yang responsif dan bahkan hukum yang
otonom dibandingkan dengan tatanan hukum pada masa Orde Baru dan juga

' Philippe Nonet dan Philip Selixlick, 2008, Law and Society in Transition: Toward Responsive
Law, New York: Harper & Row, h. 14.




odidil Satu relormasl pada bidang hukum yang terkait dengan asp
ekonomi adalah hukum kepailitan. Reformasi bidang hukum kepailitan
mengubah secara fundamental prinsip-prinsip dalam penanganan kepailjt
dan penyelesalan kepailitan.? Terdapat dua kah reformasi hukum kep ilit.

penundaan kewa_uban pembayaran utang. Kedua undang-undang mj‘
mengubah secara progresif mengenai filosofi fungsi dan tujuan hukum k
pailitan yang telah ada sebelumnya. ]

Reformasi hukum di bidang kepailitan ini sangat efektif untuk men G
saikan penanganan kepailitan dan penyelesaian pengurusan harta pailit,
belum 1998 selama kurun waktu kurang leb1h 50 tahun sejak kemerde ,

sekali, data yang ada hanya menunjukkan sekitar 150 perkara, yang b ‘, :
jika dirata-rata hanya satu perkara kepailitan dalam satu tahun sel
donesia. Sementara setelah adanya reformasi hukum kepailitan, penangan
kepailitan melonjak tajam, khususnya untuk dua pengadilan kepailita
itu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta dan Pengadilan i
pada Pengadilan Negeri Surabaya. Di tahun 1999, Pengadilan Niaga -,’
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam satu tahun saja menangani sejum
100 perkara. Pada 2017 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menangani
nyak 230 perkara. Adapun Pengadilan Negeri Surabaya, pada 2017 me
ngani sebanyak 59 perkara. Jadi dapat disimpulkan, terjadi kenaikan di
300 kali setelah adanya reformasi hukum kepailitan tersebut. )
UU Kepailitan 1998 telah mengubah paradigma mendasar
fungsi dan tujuan kepailitan, dengan cara mengubah beberapa ketentu
seperti persyaratan kepailitan, kurator kepailitan, pembentukan penga
khusus, hukum acara, dan mekanisme pengurusan dan pemberesan
pailit. Perubahan paradigma dasar tersebut dalam praktiknya juga men'
kan fungsi penggunaan kepailitan berkembang, dari yang semula hanya b
tujuan untuk melikuidasi aset debitur yang secara total tidak cukup un
membayar seluruh jumlah utang-utangnya, kemudian kepailitan berk
bang sebagai instrumen hukum penagihan utang dan bahkan sebagai,

strumen untuk melakukan eksekusi putusan pengadilan lain terkait den;
bayar-membayar. '

Kencana PrenadaMedla Group h.7-9.
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menarik untuk diikuti, oleh karena intrumen hukum Keperdataan umum ba-

ak menemukan kendala dalam penerapannya di pengadilan. Oleh karena
n); dalam artikel ini akan membahas mengenai perkembangan deregulasi
UU Kepailitan di Indonesia serta, perkembangan fungsi penggunaan instru-
men hukum kepailitan dalam praktik di pengadilan.

g. PEMBAHASAN
1. Perkembangan Regulasi Kepailitan Tahun 1998 dan 2004

Hukum kepailitan mengalami perkembangan yang sangat pesa.t setelah
Jilakukan deregulasi UU Kepailitan. Deregulasi UU Kepailitan telah dilakukan
sebanyak duakali, yaitu padatahun 1998 dengan diundangkannyaUUNo. 4 Ta-
hun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Un.d.ang
No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan
Menjadi Undang-Undang, serta pada tahun 2004 dengan diunde.l.ngkannya
UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pem-
bayaran Utang.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 mengatur banyak perubahan kon-
sep dasar mengenai kepailitan. Pertama, UU Kepailitan 19?8 m?mbentuk
peradilan yang khusus menangani kepailitan, yaitu pengadilan niaga ya.ng.
berada di lingkungan pengadilan negeri. Pembentukan peradilan khusus ini
sangat efektif untuk penanganan permohonan kepailitan dan pen'a.nganan
perselisihan dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, atau
yang dikenal dengan gugatan lain-lain. Dengan adanya peradilan k.husus
ini, maka penanganan kepailitan menjadi prioritas untuk ditangani oleh
pengadilan khusus tersebut oleh karena pengadilan khusus terse?but hanya
menangani kepailitan saja dan tidak menangani perkara yang lain. Der?gan
peradilan khusus pula, maka konsekuensinya hakim-hakim yang dijadlk.an
majelis untuk menangani juga hakim-hakim khusus yang telah lulus sef'tlﬁ-
kasi hakim kepailitan serta memperoleh berbagai pendidikan dan pelatihan
di bidang kepailitan.

Kedua, UU Kepailitan 1998 mengubah jenis kurator yang semula kurator
hanya kurator negara yéitu balai harta peninggalan (BHP), menjadi ditam-
bah kurator swasta yaitu orang-perorangan swasta (pada umumnya advokat
dan akuntan) yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi kuratm.’. Ke-
bijakan baru ini juga sangat mendorong pihak-pihak yang berkepenFmgan
Untuk menggunakan instrumen kepailitan dalam penyelesaian utang piutang
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naan tugasnya mengurus dan membereskan harta pailit. Kendala terse
antara lain, kompetensi aparatur yang kurang memadahi, birokrasi pe
rintahan yang sangat rumit, birokrasi keuangan yang sangat rigid, birokg """‘
atasan bawahan yang sangat instruktif, birokrasi sarana dan prasarana '
sangat rigid, serta hal lain yang sejenisnya.

Ketiga, UU Kepailitan 1998 mengubah persyaratan materiel unty
mengajukan permohonan pailit. UU Kepailitan ini memudahkan syarat pe
mohonan pailit dibandingkan dengan peraturan kepailitan sebelumn {:-
Peraturan Kepailitan sebelumnya mensyaratkan adanya keadaan berher
membayar dari debitur, sedangkan UU Kepailitan 1998 tidak mensyaratkg
adanya keadaan berhenti membayar dari debitur, melainkan hanya me { :
ratkan adanya satu utang yang tidak dibayar lunas dan memiliki minin
dua kreditur. Perubahan syarat ini juga mengubah persyaratan pembukti
formil yaitu dengan pembuktian yang sederhana. Pembuktian sederhan
pat dimaknai bahwa syarat materiel permohonan pailit secara kasat -r
(prima facie evidence) telah terpenuhi dan hakim wajib mengabulkan pe x:"
honan pailit tersebut. ‘ i

Keempat, UU Kepailitan 1998 memberikan batasan jangka waktu «”‘
singkat untuk persidangan permohonan pailit, yakni dalam jangka

30 hari sejak permohonan pailit tersebut didaftarkan di pengadilan ni:
maka hakim harus memutuskan paling lambat 30 hari tersebut. Pemba ’
waktu 30 hari bagi hakim untuk memutuskan perkara kepailitan, me u
kan perubahan yang revolusioner di bidang peradilan ini. Hal ini kar
asanya persidangan perkara perdata di pengadilan negeri tidak pasti
lama akan diselesaikan, dan rata-rata perkara perdata di pengadilan neg
memakan waktu di atas satu tahun. Dengan pembatasan waktu ini m f!

perkara kepailitan sangat cepat, efektif, dan efisien. Hal ini mendorong v

pemangku kepentingan untuk memanfaatkan penyelesaian utang plu

melalui jalur kepailitan, dibanding melalui gugatan pada jalur perkara | =."
data biasa. Di samping pembatasan jangka waktu tersebut, UU Kepailita

1998 juga memangkas tahapan upaya hukum dalam peradilan kepailitan,

mana upaya hukum banding di pengadilan tinggi ditiadakan, dan lang f

dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atau peninjauan kembali

Mahkamah Agung. Penghapusan upaya hukum banding di pengadilan ti '

sangat menghemat waktu dan biaya penyelesaian kepailitan ini. Biasal ‘,

penyelesaian perkara di tingkat banding akan memakan waktu kurang leb

1 tahun, sehingga dengan peniadaan upaya banding tersebut, waktu pe H

lesaian dapat dipangkas menjadi singkat. l

B PSS

[ -
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daan Kewa]lDatr g C ey e et e 1 B i s e VTR e
pah perpanjangan 1,5 tahun (total 3 tahun atau setara dengan 1000 hari)
menjadi 45 hari ditambah perpanjangan, total maksimal 270 hari. Perubahan

Jangka waktu ini dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian kepailitan

melalui restrukturisasi utang sehingga memberikan kepastian hukum bagi
semua pemangku kepentingan. Apabila jalan restrukturisasi tersebut tidak
memperoleh kesepakatan dengan para krediturnya, maka debitur langsung
Jinyatakan pailit. Kepailitan debitur karena tidak adanya perdamaian dalam
pKPU tidak ada upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali ke Mahkamah
Agung, melainkan putusan pailit tersebut langsung final and binding.

Sistem kepailitan yang menyerahkan pilihan pada kreditur untuk menen-
rukan apakah debitur itu direorganisasi ataukah dipailitkan, mirip dengan
yang dianut dalam sistem di Amerika Serikat, yang berbeda dengan sistem
yang ada di Eropa. Menurut Alan Schwart bahwa sistem hukum kepailitan di
Amerika Serikat berbeda dengan negara-negara di Eropa dalam menangani
perusahaan yang mengalami kesulitan finansial. Jika ada suatu perusaha-
an penting mengalami kesulitan finansial, sistem di Eropa pada umumnya
menyikapinya dengan memberikan subsidi agar perusahaan tersebut dapat
keluar dari kesulitan finansialnya. Dengan kata lain, pemerintah masih tu-
rut campur dalam menangani masalah kesulitan finansial yang dialami oleh
perusahaan. Adapun sistem kepailitan di Amerika Serikat menyerahkan ma-
salah penyelesaian pembayaran utang debitur kepada mekanisme tuntutan
pasar (kreditur). Para kreditur yang akan menentukan apakah pembayaran
utang perusahaan yang mengalami kesulitan finansial ditempuh dengan li-
kuidasi atau diberikan reorganisasi utang. Jika terbukti perusahaan tersebut
tidak lagi memiliki dana penyokong kegiatan usaha, maka perusahaan dia-
rahkan untuk menempuh jalur kepailitan atau likuidasi.®

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 mengubah beberapa hal baik yang
sebelumnya belum diubah dalam UU Kepailitan 1998 maupun memperbaiki
apa yang sudah diubah dalam UU Kepailitan 1998. Pertama, UU Kepailitan
2004 menegaskan makna utang dalam hukum kepailitan adalah utang da-
lam arti yang luas, yang tidak hanya mencakup perjanjian utang piutang
saja, khususnya utang dalam perjanjian kredit perbankan, melainkan bahwa
utang adalah setiap kewajiban yang timbul dari perjanjian maupun dari un-
dang-undang. Sebelum adanya UU Kepailitan 2004, terdapat polemik me-
Ngenai cakupan utang tefSebut, yakni terdapat dua interpretasi baik dari

* Alan Schwartz, 2005, “A Normative Theory of Business Bankruptcy”, Virginia Law Review,
Vol. 91 No. 119, h. 1200.
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Dalla Uldily Al 51l DEI4alll Uldlly ydlly UINDUl dall pEijanjlall utallyg piu
yang berupa sejumlah uang. Kelompok ini menginterpretasikan utang dalg
arti sempit, sehingga tidak mencakup prestasi yang timbul sebagai akli :
adanya perjanjian di luar perjanjian utang piutang.
Kedua, UU Kepailitan 2004 menegaskan bahwa kreditur yang d
mengajukan permohonan pailit adalah semua jenis kreditur, baik kredig
separtaris, kreditur preferen, maupun kreditur konkuren. Sebelumnya "
tidak tegas apakah kreditur separatis boleh mengajukan permohonan pg i
ataukah tidak boleh, karena mengingat kreditur separatis sudah memeg
jaminan kebendaan sehingga untuk apa mengajukan kepailitan. Krediugs
separatis dibolehkan mengajukan kepailitan oleh karena meskipun te
memiliki jaminan kebendaan namun sering kali jaminan kebendaan ter
but tidak cukup untuk melunasi piutang yang dimilikinya, ditambah J
hukum jaminan kebendaan di Indonesia masih belum kuat impleme 3
eksekusinya. Dengan melalui mekanisme kepailitan tersebut, hak-hak ki
tur separatis justru lebih terjamin pelaksanaan eksekusi benda jamina ;
Hal ini karena, setelah debitur dinyatakan pailit, kreditur separatis m; )
diberi waktu selama dua bulan untuk mengeksekusi sendiri terhadap b
jaminan tersebut dan meskipun dalam waktu dua bulan tersebut -(
separatis belum dapat melaksanakan eksekusi sendiri tersebut, maka ki
yang akan mengeksekusi benda jaminan tersebut dan hasil penjualan b
jaminan tersebut tetap diprioritaskan untuk membayar utang debitur t
dap kreditur separatis yang bersangkutan.
Ketiga, UU Kepailitan 2004 menegaskan apa yang dimaksud de
pembuktian sederhana dalam hukum acara kepailitan di persidangan, ;
itu bahwa yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti sec:
sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta
yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Adapun perbedaan besarnya 1
lah utang yang didalihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit id
menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit. Pembuktian
hana sangat stategis dalam persidangan permohonan pailit di penga
Pengadilan sering kali memutus menolak permohonan pailit dengan a
pembuktian tidak sederhana. Hal ini akan menyebabkan terjadinya ketid
pastian hukum. -.',
Keempat, UU Kepailitan 2004 mempertegas makna kepentingan m
yang menjadi dasar bagi pihak kejaksaan untuk mengajukan pailit te!
dap debitur. Sebelumnya dalam UU Kepailitan 1998, tidak menegaskan 2
yang dimaksud dan apa cakupan dari kepentingan umum tersebut. D
UU Kepailitan 2004 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “kepen '

)
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masyarakat luas, misalnya: debitur melarikan diri, debitur menggelapkan
bagian dari harta kekayaan, debitur mempunyai utang kepada BUMN atau
padan usaha lain yang menghimpun dana dasi masyarakat, debitur mem-
punyai utang yang berasal dari penghimpunan &ana dari masyarakat luas,
debitur tidak beriktikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan ma-
salah utang piutang yang telah jatuh waktu, atau dalam hal lainnya menurut
|ejaksaan merupakan kepentingan umum. W

Kelima, UU Kepailitan 2004 menegaskan bahwa permohonan kepailitan
terhadap debitur tidak akan terhalang oleh klausul arbitrase yang tercantum
dalam kontrak yang dibuat oleh para pihak. Dalam UU Kepailitan 1998 tidak
diatur apakah kreditur dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debi-
turnya, jika dasar perjanjian antar para pihak diatur di dalamnva mengenai
klausul arbitrase. Tidak diaturnya ketentuan ini menimbulkan ketidakpasti-
an hukum di dalam pelaksanaannya.

Keenam, UU Kepailitan 2004 mengatur hal yang baru adalah bahwa
PKPU dapat pula diajukan oleh kreditur. Ketentuan sebelumnya yang boleh
mengajukan PKPU adalah hanya debitur saja, sedangkan kreditur tidak dibe-
ri hak dan wewenang untuk mengajukan PKPU terhadap debitur. Pemberian
wewenang kepada kreditur untuk mengajukan PKPU terhadap debitur me-
nyebabkan meningkatnya permohonan PKPU.

Ketujuh, UU Kepailitan 2004 mengatur pelibatan kreditur separatis da-
lam pengambilan putusan perdamaian di antara para kreditur. Pada UU Ke-
pailitan 1998, yang terlibat dalam pengambilan putusan perdamaian hanya-
lah kreditur konkuren saja, tanpa melibatkan kreditur separatis. Keterlibatan
kreditur separatis dalam perdamaian PKPU dimaksudkan agar perdamaian
yang telah disepakati dalam PKPU dapat dilaksanakan oleh debitur. Apabila
kreditur separatis tidak dilibatkan dalam perdamaian, maka debitur akan
sulit melaksanakan perdamaian tersebut karena kemungkinan sebagian be-
sar asetnya telah dijaminkan pada kreditur separatis. Harta yang dijaminkan
tersebut akan sulit digunakan jika masih dalam kekuasaan kreditur sepa-
ratis, dan bahkan kemungkinan kreditur separatis akan mengeksekusi ben-
da jaminannya tersebut, Dengan adanya keterlibatan kreditur separatis ini,
Mmaka kreditur separatis akan terikat oleh perdamaian yang telah disahkan
tersebut. Ketentuan ini sangat berarti bagi debitur untuk tetap eksis dengan
Menjalankan kesepakatan yang telah dituangkan dalam perdamaian sehing-
8a usaha debitur dapat tetap berlangsung sesuai dengan rencana-rencana
yang telah dibuatnya tersebut.
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UU Kepailitan 1998 mengubah persyaratan materiel untuk mengaj
permohonan pailit. UU Kepailitan ini memudahkan syarat permohonan
lit dibandingkan dengan peraturan kepailitan sebelumnya. Peraturan Kepaj
litan sebelumnya mensyaratnya adanya keadaan berhenti membayar f
debitur, sedangkan UU Kepailitan 1998 tidak mensyaratkan adanya kead
berhenti membayar dari debitur, melainkan hanya mensyaratkan ada
satu utang yang tidak dibayar lunas dan memiliki minimal dua kreditu;
Perubahan syarat ini juga mengubah persyaratan pembuktian formil ya x,
dengan pembuktian yang sederhana. Pembuktian sederhana dapat dimakna
bahwa syarat materiel permohonan pailit secara kasat mata telah terpent *’
dan hakim wajib mengabulkan permohonan pailit tersebut. (.

UU Kepailitan 1998 dan 2004 yang menghilangkan syarat adanya
adaan berhenti membayar dari debitur berarti bahwa kepailitan digunaka
sebagai pranata untuk semudah-mudahnya mempailitkan subjek hukum ta
pa ada pertimbangan solvabilitas perusahaan serta karakteristik dari kesul
an keuangan perusahaan, tanpa harus debitur tersebut telah berhenti
sekali melakukan kewajiban dalam pembayaran utang. Argumentasi
terhadap proposisi tersebut dibuktikan yaitu ketentuan yang mensyara
keadaan debitur yang “dalam keadaan berhenti membayar” diganti de
“utang yang tidak dibayar lunas”. Ketentuan “dalam keadaan berhenti m
bayar” memiliki makna bahwa debitur sudah dalam keadaan tidak me:
yar sama sekali atau berhenti sama sekali membayar utangnya. Jika de
masih melakukan pembayaran utangnya kepada para krediturnya ken
pun pembayaran utang tersebut hanya sebagian kecil dari kewajiban (;
suran) utang yang seharusnya atau membayar pada sebagian kredi
maka debitur tersebut tidak dapat dikatakan sedang dalam keadaan ber
membayar. i

Filosofi dari ketentuan UU Kepailitan yang lama (peraturan kepai it
peninggalan kolonial) yang mensyaratkan kepailitan adalah keadaan be
henti membayar adalah bahwa dalam keadaan berhenti membayar me
dakan bahwa debitur sudah tidak dapat lagi melanjutkan usahanya ka
kesulitan keuangan dan benar-benar telah berhenti membayar serta tid
mampu membayar utangnya walaupun hanya sebagian kecil dari (angs u
utangnya tersebut. Adapun UU Kepailitan 1998 mengubah menjadi “tidk
membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan
ditagih”.

Dalam UU Kepailitan 2004 mensyaratkan utang yang dijadikan
pailit adalah utang yang tidak dibayar lunas. Ketentuan “tidak mem
lunas” memiliki arti bahwa utang/angsuran utang tidak dibayar lunas @4
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junas” karenanya memenuhi salah satu syarat untuk dimohonkan pailit. Ke-
rentuan ini lahir karena berdasarkan penelitian, banyak debitur yang berik-
iikad buruk yang untuk menghindari dipailitkan, maka dengan cara mem-
payar hanya sebagian kecil saja. Dengan ketentuan ini pula berarti bahwa
UU Kepailitan tidak memberikan ruang gerak sedikitpun terhadap debitur
yang mempunyai persoalan dengan pembayaran utangnya untuk melakukan
restrukturisasi terhadap skema pembayaran utang. :

Penyerderhanaan persyaratan kepailitan tersebut merupakan paradigma
paru dalam kepailitan modern. Teori kepailitan klasik sering mensyaratkan
adanya keadaan insolvensi bagi debitur, yaitu keadaan di mana harta debi-
tur tidak cukup untuk membayar semua utang-utang debitur, yang berarti
bahwa utang debitur jauh lebih banyak dari harta debitur. Alan Schwartz
mengatakan bahwa hukum kepailitan dibentuk pertama sekali untuk meme-
cahkan masalah pembayaran utang dari debitur yang mengalami kesulitan
membayar utangnya sementara debitur memiliki banyak kreditur (collective
execution) dan hartanya tidak mencukupi untuk membayar seluruh utang-
nya.* Sistem hukum kepailitan Indonesia tidak menganut konsep insolvensi
dalam permohonan kepailitannya, karena tidak mensyaratkan adanya insol-
vency test. Peniadaan syarat insolvency test ini, sangat memberikan kemudah-
an dan percepatan dalam pengajuan permohonan pailit.

3. Perkembangan Fungsi Kepailitan sebagai Alat Menagih
Utang

Dalam konteks hukum di Indonesia, kepailitan digunakan sebagai in-
§trumen hukum bagi orang atau perusahaan yang gagal membayar kewa-
jiban utangnya pada pihak lain. Kegagalan membayar tersebut bisa jadi ada
keterkaitannya dengan kebangkrutan dan kesulitan keuangan dari debitur,
dapat pula kepailitan tersebut sama sekali tidak terkait dengan kebangkrut-
an dan kesulitan keuangan dari debitur. Kepailitan di Indonesia hanya di-
tujukan kepada debitur karena keengganan dari debitur untuk memenuhi
kewajiban membayar utang tersebut dan tidak dikaitkan dengan kebang-
krutan, kesulitan keuangan, atau solvabilitas aset dan keuangan. Tindak-
an tidak membayarnya debitur tersebut dilatarbelakangi oleh banyak hal.
Adakalanya debitur tidak dapat membayar utangnya karena kesulitan keu-
dngan dalam jangka pendek maupun karena debitur mengalami kebangkrut-

“Ibid.
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kesulitan keuangan apalagi mengalami kebangkrutan, tetapi debitur tida
melakukan pembayaran karena ketidakmauannya untuk itu. Ketidakmau
debitur untuk melakukan pembayaran pun, dapat dilatarbelakangi karen
suatu iktikad baik, dan dapat pula karena suatu iktikad buruk. i

Ketidakmauan debitur untuk melakukan pembayaran dikarenakan lan
dasan iktikad baik dari debitur, misalnya, debitur yang menghentikan -j"
lakukan prestasi dalam suatu kerja sama karena pihak lawan belum me .
nuhi prestasi yang seharusnya dilakukan lebih dahulu atau tidak memen 1
syarat-syarat yang mestinya harus dipenuhi. Kasus seperti ini misalnya p "
kasus kepailitan yang menimpa PT Dwimas Andalan Bali yang diputus pail
oleh pengadilan, di mana PT Dwimas Andalan Bali menghentikan pemb
yaran pada pihak mitra, yakni, PT Karsa Industama Mandiri, karena olelx‘
Karsa Industama Mandiri dianggap lalai memenuhi prestasi dalam penyel
saian pemasangan peralatan kelistrikan pada bangunan hotelnya.® Demi ‘
pula kasus permohonan PKPU yang menimpa PT Mahkota Sentosa, di ma
PT Mahkota Sentosa tidak mau membayar tagihan yang diajukan oleh |
RTL dan PT ICK, karena tagihan tersebut tidak memenuhi persyaratan
diharuskan seperti kewenangan penandatangan kontrak kerja sama pe '
nan dan lainnya. Dalam perkara PT Mahkota Sentosa, pengadilan men
permohonan PKPU tersebut.® 1

Ketidakmauan debitur untuk melakukan pembayaran dapat pula
na memang iktikad buruk dari debitur itu sendiri. Debitur tidak mela
pembayaran bukan karena tidak mampu yang disebabkan adanya kes
keuangan, dan bukan pula karena pihak lawan tidak memenuhi
annya yang harus ditunaikan sebelumnya, melainkan karena wanpr
murni. Kasus seperti ini banyak terjadi di perkara kepailitan di Indonesi
seperti pada kasus PKPU dan kepailitan PT Amanah Bersama Umat (A
Tours).” ABU Tours telah lalai tidak melakukan kewajibannya sebagai ,‘ :
tour ibadah haji dan umrah, padahal para pelanggannya sudah memb:
uang untuk itu. Demikian pula kasus kepailitan PT KSP Jateng Mandi
mana PT. KSP Jateng Mandiri tidak dapat memenuhi kewajibannya ke o
para anggota koperasi yang menanamkan uangnya dalam rangka kerja sal
simpan pinjam uang dan investasi.® E

‘
)

5 L. 1nat aalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan No. Perk
20/PAILIT/2011/PN.Niaga. Sby.

¢Lihat dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No.
kara: 68/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. oy

7 Lihat dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar dengan No. Per! '
04/Pdt.Sus.PKPU.Pailit/2018/PN.Niaga.Mks. i s

8 Lihat dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan No. P 4'
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perkembangan daril semula sebagal alat untuk membpegeskan Narta debitur
yang tidak mencukupi untuk membayar semua utang-utangnya, menjadi
perfungsi pula sebagai mekanisme penagihan utang. ‘Kepailitan di sini bukan
hanya sebagai mekanisme jalan keluar terhadap debitur yang mengalami
Kesulitan keuangan, debitur yang mengalami kebangkrutan, maupun debitur
yang sedang insolven (yakni memiliki utang yang lebih besar Qa;i asetnya),
melainkan berfungsi lain tersebut. Hal ini tentu berbeda dengan beberapa
negara yang menekankan bahwa kepailitan adalah mekanisme untuk pe-
nyelesaian terhadap debitur yang telah mengalami persoalan solvabilitas
sehingga menjadi insolven, seperti di negara Amerika Serikat, Inggris, dan
Hongkong. Sehingga di negara tersebut, selalu mensyaratkan insolvency test
sebelum diperiksa kepailitannya. Adapun di Indonesia tidaklah demikian,
karena sama sekali tidak m_gnsyaratkan adanya insolvensi untuk debitur di-
pailitkan. Di Indonesia, tidak melihat apakah perbuatan debitur yang tidak
melakukan pembayaran itu karena ketidakmampuan ataukah karena keti-
dakmauan.

Fungsi hukum kepailitan di Indonesia yang tidak melihat apakah per-
buatan debitur yang tidak melakukan pembayaran itu karena ketidakmam-
puan ataukah karena ketidakmauan, itu hampir sama dengan kepailitan
yang berlaku di Belanda saat ini. Peter J.M. Declercq menekankan bahwa
kepailitan di Belanda lebih ditujukan kepada debitur yang tidak membayar
utang-utangnya kepada para krediturnya. Tidak membayarnya debitur terse-
but tidak perlu diklasifikasikan bahwa apakah ia benar-benar tidak mampu
melakukan pembayaran utangnya tersebut ataukah karena tidak mau mem-
bayar kendatipun ia memiliki kemampuan untuk itu. Lebih detailnya Peter
J.M. Declercq® menyatakan:

“A bankruptcy petition has to state facts and circumstances that constitute
prima facie evidence that the debtor has ceased to pay its debts. This is conside-
red to be the case if there are at least two creditors, one of who, has a claim whis
is due and payable and which the debtor cannot pay, refuses to pay, or simply
does not pay”

Tiadanya syarat kepailitan mengenai adanya keadaan insolvensi, dapat
terlihat dari ketentuan syarat permohonan pailit yang diatur dalam Pasal
2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan Indonesia. Ketentuan tersebut
hanya mensyaratkan dud hal ditambah satu hal. Dua hal tersebut adalah

Ia:13/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Smg jo. No. 7/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Smg.
" Peter JM. Declercq, 2002, Netherlands Insolvency Law: The Netherlands Bankruptcy Act and
the Most Important Legal Concept, The Haque: TM.C. Asser Press, h. 63.
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nimal dua Kreditur. Adapun satu nal lagl adalan sistem pembuxiian dalg
kepailitan yang menggunakan sistem pembuktian sederhana. Dalam Pasf
ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan tersebut sama sekali tidak mens
ratkan adanya ketidaksolvenan (insolven) debitur.

4. Perkembangan Fungsi Hukum Kepailitan untuk
Mengeksekusi Putusan Pengadilan

Di samping kepailitan berkembang fungsinya sebagai instrumen hukuy;
untuk menagih utang, dalam perkembangannya, kepailitan dapat ber: 0?
pula sebagai tindak lanjut eksekusi putusan pengadilan yang tidak dija “3
kan secara sukarela oleh pihak yang kalah dalam sengketa. Putusan p .‘
adilan yang inkracht tersebut digunakan sebagai bukti adanya utang y
tidak dibayar dan telah jatuh waktu serta dapat ditagih.

Problema eksekusi putusan pengadilan di Indonesia, khususnya bida
keperdataan, telah lama menjadi isu penegakan hkum di Indonesia. Ban ‘
putusan pengadilan yang di samping telah menempuh waktu yang lama
tuk sampai pada putusan yang memiliki kekuatan hukum yang pasti, j
tidak mudah untuk dilaksanakan sesuai dengan perintah yang ada da
putusan pengadilan tersebut. Hal ini tentu akan membuat kepastian h
di Indonesia mengalami kemunduran yang luar biasa, yang pada gilira
akan menimbulkan multiplier effect pada bidang lain seperti iklim inv
dan perekonomian secara luas. “f

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui sistem penga
an hubungan industrial (PHI) misalnya, sering menemukan banyak kend:
di dalam proses maupun hasilnya. Kendala tersebut antara lain jangka "
tu proses penyelesaian yang lama. Penelitian yang dilakukan oleh lemba
bantuan hukum (LBH) Jakarta yang meneliti sejumlah 2.993 putusan da
tahun 2006 s.d. 2013, menemukan terdapat salah satu putusan perselisily !n
hubungan industrial yang sampai memakan waktu 2.611 hari (7 tah m
Lamanya proses penyelesaian perselisihan ini tentu akan sangat merugil
pihak pekerja, karena kepastian hukum yang lama akan menggantung
lasan status maupun hak dari pekerja. s

Kendala yang lain yang dihadapi pekerja dalam penyelesaian perse :“j
an hubungan industrial di PHI adalah sulitnya mengeksekusi putusan a

»

10 Muhammad Isnu, et al., 2014, Membaca Pengadilan Hubungan Industrial di Indonesia (Pe e
an Putusan-Putusan Mahkamah Agung pada Lingkup Pengadilan Hubungan Industrial 2006- 4~'j
Jakarta: LBH Jakarta, h. 56. bl
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hanyalah kemenangan di atas kertas karena buruh masih harus menung-
gu lama sampai haknya didapat. Untuk mendapa@m haknya sebagaimana
yang telah diputus oleh PHI, maka buruh harus mengajukan eksekusi me-
jalui pengadilan negeri yang membutuhkan waktu, persyaratan, dan biaya
rersendiri. Kendala yang dihadapi pekerja dalam menyelesaikan perselisihan
dengan pengusaha melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan
industrial tersebut, menyebabkan pekerja mencari alternatif upaya hukum
|ain. Salah satu upaya hukum lain yang cenderung digunakan oleh pekerja
adalah mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan dengan dasar
tidak dibayarnya hak-hak normatif pekerja yang seharusnya dibayar oleh
perusahaan akan tetapi oleh perusahaan tidak dibayar. Hak-hak normatif
pekerja yang tidak dibayar oleh perusahaan, antara lain seperti tidak diba-
yarnya upah pekerja dan tidak dibayarnya kompensasi yang menjadi hak
pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja.

Dalam praktik di pengadilan, sudah terdapat putusan pengadilan niaga
yang memutus pailit atau PKPU yang berujung pailit yang diajukan oleh
pekerja terhadap perusahaan karena perusahaan tidak membayar hak-hak
normatif yang menjadi hak pekerja. Hak normatif pekerja yang tidak di-
bayar tersebut dikualifikasi sebagai utang yang merupakan salah satu sya-
rat permohonan pailit. Putusan pengadilan tersebut adalah dalam perkara
permohonan PKPU oleh sejumlah pekerja terhadap Perusahaan PT Gema
Ista Raya, Pasuruan, Indonesia.!? Sejumlah pekerja mengajukan permohonan
PKPU terhadap perusahaan karena tidak membayar hak pekerja, yaitu upah
yang tertunggak, tunjangan hari raya, dan pesangon PHK. Kewajiban peru-
sahaan untuk membayar hak-hak pekerja tersebut bahkan telah ada putusan
pengadilan hubungan industrial yang telah inkracht van gewijsde, namun per-
usahaan tetap tidak memenuhi pembayaran hak-hak para pekeria rersebut.

Dalam kasus PKPU PT Gema Ista Raya tersebut oleh hakim rengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dipandang telah memenuhi per-
syaratan permohonan pailit, yaitu perusahaan tidak membayar utang yang
berupa hak-hak pekerja, serta memiliki minimal dua kreditur karena yang
mengajukan permohonan PKPU lebih dari dua pekerja. Demikian pula ha-
kim berpendapat bahwa permohonan PKPU tersebut telah memenuhi per-
Syaratan pembuktian sederhana, oleh karena di samping telah ada nota dari
Pegawai pengawas ketenagakerjaan juga telah ada putusan dari PHI yang

"Ibid., h. 5.

Lihat dalam Putusan Peﬁgadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan No. Perka-
'4:15/PDT-SUS.PKPU/2017/PN.NIAGA.SBY.
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diturnya, kemudian PT Gema Ista Raya dinyatakan pailit oleh pengadilan,

Dalam lapangan hukum pidana pun, instrumen hukum kepailitan dapaj
dijadikan sarana untuk mengeksekusi putusan pidana khususnya perintak
yang terkait dengan harta kekayaan yang terkait dalam tindak pidana. Adg
satu kasus kepailitan yang diajukan oleh kejaksaan dengan latar bela
untuk melaksanakan salah satu amar putusan, yaitu kepailitan PT Qurni
Subur Alam Raya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Niaga pada Peng
adilan Negeri Jakarta Pusat No. 23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pg
Permohonan pailit oleh pihak kejaksaan (Kejaksaan Cibadak Sukabumi «
Jawa Barat) terhadap PT. Qurnia Subur Alam Raya dan HM Ramli Araby be
awal dari Putusan Pengadilan Negeri Cibadak No. 69,/Pid.B/2003/PN.
Tanggal 30 Juli 2003 yang menjatuhkan vonis pidana terhadap HM Ram|
Araby selaku Presiden Direktur PT Qurnia Subur Alam Raya yang terbuk
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghir
pun dana investasi dari masyarakat tanpa izin dari pimpinan Bank Indon
sia yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut. Salah satu perinta
dalam putusan hakim pidana tersebut adalah memerintahkan agar sem
barang bukti dilelang dengan harga yang pantas untuk kemudian hasi 1)
segera dikembalikan kepada para investor secara adil dan berimbang. Pe
mohonan pernyataan pailit demi kepentingan umum digunakan oleh kejal
saan Cibadak untuk mengeksekusi putusan perkara pidana tersebut, denga
pertimbangan banyaknya jumlah aset sebagai barang bukti, khususnya a: :
tanah yang tersebar di beberapa lokasi yang letaknya relatif berjauhan, ser
tuntutan dari 6.478 kreditur untuk segera mendapatkan pembayaran. '

C. PENUTUP

Perkembangan hukum kepailitan di Indonesia telah mengalami perken
bangan yang sangat pesat sejak adanya deregulasi UU Kepailitan. Dereg
lasi UU kepailitan dilakukan dua kali, yaitu pada tahun 1998 dengan diui
dangkannya UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerin“
Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas U
dang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, serta pada ta 1
2004 dengan diundangkannya UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailit
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Materi deregulasi UU K
pailitan Tahun 1998 dan 2004 yang merupakan perubahan mendasar m
ngenai konsep dan paradigma kepailitan, adalah mengenai penyederha A
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perorangarl, nukum acara xepailitan/ i’y ydily cCpat adil Slilgkatl 1€Imasux
[“paya hukumnya, serta masa PKPU yang lebih singkat. Tujuan penggu.naan
instrumen hukum kepailitan dalam praktiknya di.geradilan mengalami perj
embangan setelah adanya deregulasi UU Kepail.ltar-l 19_98 dan 2904, dari
sang semula tujuan kepailitan adalah untuk melikuidasi aset debitur yflng
iidak cukup untuk membayar seluruh utang-utangn}'la pada p.ara. kredlt.ur
.chingga tidak terjadi saling mendahului antar-kredltu.r, men1|ad1 bert.UJu-
.n pula untuk sekadar alat bagi kreditur untuk menagih utang yang tidak
Jibayar oleh debitur dan bahkan dapat pula digunakan untuk melaktfkan
cksekusi putusan pengadilan lain yang terkait bayar membayar yang tidak
.ecara sukarela dilakukan oleh debitur.
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